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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang:
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcentang Pemerintahan
Dacrah, scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kecuangan  Dacrah, Bupati  mengajukan
Rancangan Pcraturan Dacrah tentang APBD kepada DPRD
untuk memperoleh persctujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang
Anggaran Pecndapatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Necgara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 53  Tahun 199G ientang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna; Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 3902) schagaimana tclah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kceuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonecsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara — Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pecmerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Recpublik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Necgara Rcepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran Ncgara  Republik  Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Pcraturan Pemecrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Kcuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dcwan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemeritah Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tcknis Pengcelolaan Kcuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Pcraturan Dacrah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Bcelanja Dacrah,
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dacrah, Rancangan Pcraturan
Kepala Dacrah Tentang Pcnjabaran Anggaran Pcendapatan
Dan Bclanja Dacrah Dan Rancangan Pcraturan Kcpala
Dacrah  Tentang  Penjabaran  Perubahan — Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



14. Pcraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025
(Lembaran Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Nomor 1);

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2012
Nomor 21) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kabupatcn Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Pcraturan Dacrah Kabupaten
Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupten
Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);

17.Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan  Pcrangkat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Dacrah
Kabupten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah  Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran  Dacrah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

18. Pcraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026
(Lembaran Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021
Nomor 4;

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

1.

3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat APBD
adalah rencana kcuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan
Peraturan Dacrah.

Pendapatan Dacrah adalah semua hak Dacrah yang diakui scbagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kcpada
Dacrah untuk digunakan secsuai dengan kewenangan Dacrah guna
mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pclaksanaan descntralisasi.



4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Dacrah dengan tujuan untuk membantu mendanail kegiatan khusus, baik

fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Dacrah.
Daree Bagl Hasil vang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang

bersumber dart pendapatan  tertentu APBN  yang dialokasikan kepada
Dacrah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangl ketimpangan kemampuan kcuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

©. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah.

8. Beclanja Dacrah adalah semua kewajiban Pemerintah Dacrah yang diakul
scbagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan

Y Pembryvaan adalah scuiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
penecluaran  yvang akan diterima  kembali, bailk pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024  berjumlah
Rp. 2.239.304.748.785,00 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan dacrah dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Dacrah Rp. 2.116.796.117.735,00
b. Belanja Daerah Rp. 2.239.304.748.785,00
Defisit/Surplus Rp. (122.508.631.050,00)
c. Pembiayaan Daecrah
1. Penerimaan Rp. 66.493.736.000,00
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 66.493.736.000,00
Sisa Lebih Pembravaan Anggaran
Fahun Berkenaan Rp. (56.014.895.050,00)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.116.796.117.735,00 (dua
triliyun seratus enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus
tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli dacrah;

b. Pendapatan transfer; dan

¢. Lain-lain pendapatan daecrah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dircncanakan schesar Rp. 177.343.109.434,00 (seratus twjuh puluh tujuh
milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus tiga
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak dacrah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



(2) Pajak dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dircncanakan
sebesar Rp. 93.510.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sepuluh
juta rupiah)).

(3) Retribusi daecrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp. 3.133.537.400,00 (tiga milyar seratus tiga puluh
tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kckayaan dacrah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dircncanakan scbesar Rp. 12.432.972.034,00 (dua
belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua
ribu tiga puluh empat rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dircncanakan scbesar Rp. 68.266.600.000,00 (enam puluh
delapan milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan scbesar Rp. 1.939.453.008.301,00 (satu triliun sembilan ratus
tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ribu tiga
ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar dacrah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan scbesar Rp. 1.797.904.179.000,00 (satu triliun tujuh
ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat juta seratus tujuh
puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan scbesar Rp. 141.548.829.301,00 (seratus empat puluh
satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh
sembilan ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan dacrah yang sah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf ¢ direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pendapatan hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dircncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah),

(3) Dana darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dircncanakan
scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pcendapatan scsuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direcncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran beclanja dacrah tahun anggaran 2024 dircncanakan scbesar Rp.
2.239.304.748.785,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus
empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima
rupiah), yang terdiri atas:

a. Bclanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.



Pasal 8

(1) Anggaran bclanja opcrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

(5)

(6)

(1)

dircncanakan scbesar Rp. 1.619.556.701.386,00 (Satu triliun enam ratus
sembilan belas milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu
tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga,;

Belanja subsidi;

Belanja hibah;dan

Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
scbesar Rp. 779.370.115.749,00 (Twjuh ratus tujuh puluh sembilan milyar
tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh
sembilan rupiah).

Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dircncanakan scbesar Rp. 663.414.288.220,00 (Enam ratus enam puluh tiga
milyar empat ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu
dua ratus dua puluh rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dircncanakan
scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah)).

Belanja subsidi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dircncanakan
scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dircncanakan
scbesar Rp. 111.422.097.417,00 (Seratus sebelas milyar empat ratus dua
puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
Belanja bantuan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dircncanakan scbesar Rp. 65.350.200.000,00 (Enam puluh lima milyar tiga
ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
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Pasal 9

Anggaran beclanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 302.780.574.754,00 (Tiga ratus dua milyar tujuh
ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

Belanja modal tanah.

Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal bangunan dan gedung.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal asct tetap lainnya;dan

Belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja modal tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dircncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direcncanakan scbesar Rp. 67.785.330.616,00 (Enam puluh tujuh
milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam
ratus enam belas rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 77.303.843.050,00 (Twjuh puluh tujuh milyar
tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dircncanakan scbesar Rp. 146.519.880.805,00 [Seratus empat
puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan
puluh ribu delapan ratus lima rupiah).
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(6) Bclanja modal asct tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan scbesar Rp. 11.171.520.283,00 (Sebelas milyar
seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus delapan
puluh tiga rupiah).

(7) Belanja modal assect tidak berwujud scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ direncanakan scbesar Rp. O (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
dircncanakan scbesar Rp. 35.134.458.505,00 (Tiga puluh lima milyar seratus
tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima
rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran beclanja transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direcncanakan scbesar Rp. 281.833.014.140,00 (Dua ratus delapan puluh
satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat belas ribu seratus empat
puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Beclanja bagi hasil; dan
b. Bcelanja bantuan kcuangan.

(2) Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direcncanakan scbesar Rp. 9.705.353.740,00 (Sembilan milyar tujuh ratus
lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan kcuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
direncanakan scbesar Rp. 272.127.660.400,00 (Dua ratus tujuh puluh dua
milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus
rupiah).

Pasal 12

Anggaran pcmbiayaan dacrah Tahun Anggaran 2024 dircncanakan scbesar Rp.
66.493.736.000,00 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengcluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan scbesar Rp. . 66.493.736.000,00 (enam puluh enam
milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu
rupiah), yang terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran scbelumnya,;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman dacrah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman dacrah; dan

Penerimaan pembiayaan lainnya scsual dengan ketentuan peraturan

pcrundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran scbelumnya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dircncanakan scbesar
Rp. 66.493.736.000,00 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh
tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

(3) Pencairan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
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(1)

Hasil penjualan kekayaan daecrah yang dipisahkan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Penerimaan pinjaman dacrah scbagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d
direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman dacrah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dircncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya scsuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengcluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal dacrah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

c. Pengeluaran pembiayaan lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dircncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Penycrtaan modal dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direcncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dircncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol
rupiah).

Pembcrian pinjaman dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat huruf d
direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Pengeluaran pembiayaan lainnya scsual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direcncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Sclisih antara anggaran pcndapatan dacrah dengan anggaran bcelanja
dacrah mengakibatkan terjadinya defisit scbesar
Rp. 122.508.631.050,00 (Seratus dua puluh dua milyar lima ratus delapan
Jjuta enam ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

Pembiayaan nctto yang merupakan sclisih  pencerimaan  pembiayaan
terhadap pengeluaran pcmbiayaan dircncanakan scbesar
Rp. 66.493.736.000,00 (Enam puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh
tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Dacrah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditctapkan dalam pcraturan dacrah ini,
yang sclanjutnya dimasukan dalam pcrubahan anggaran pendapatan dan
belanja dacrah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024, dengan tata
cara scsuai dengan cara terlebih dahulu mclakukan perubahan peraturan
kepala dacrah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD sclanjutnya disampaikan dalam Laporan Rcalisasi
Anggaran.



(2) Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b.

C.

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

Pclaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pclayanan publik.

Keperluan mendesak scbagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a.

b.

C.

Kebutuhan dacrah dalam rangka pclayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum terscdia dalam tahun anggaran berjalan;

Belanja dacrah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran dacrah yang berada diluar kendali Pemerintah Dacrah dan
tidak dapat diprediksikan scbelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

Pengeluaran dacrah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian  yang lebih  besar  bagi  Pemerintah  Dacrah  dan/atau
masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pcndapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang mecrupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir ini, terdiri dari:
Lampiran 1 . Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok

1.

2.

10.
11.
12.

14.
15.
16.

dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi mcnurut Urusan

Pemerintahan Dacrah dan Organisasi,

Lampiran IlII : Rincian APBD mcnurut Urusan Pemecerintahan Dacrah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rckapitulasi Belanja menurut Urusan Pemecerintahan

Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan Bescerta Hasil dan
Sub Kegiatan Bescerta Keluaran;

Lampiran V  : Rckapitulasi Bcelanja Dacrah untuk Kesclarasan dan

Kcterpaduan Urusan Pemerintah Dacrah dan  Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

Lampiran VI : Rckapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dcngan Rancangan
APBD;

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kcgiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
PrioritasDacrah;

Lampiran X . Daftar Jumlah Pcgawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran XI  :  Daftar Piutang Dacrah;

Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Dacrah dan Investasi Dacrah
Lainnya;

.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Pcnambahan dan Pengurangan Asct

Tetap Dacrah dan Asct Lain- Lain;

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);

Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Dacrah.



Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pceraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Januari 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:

10.10.A/2024
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